
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Berdasarkan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Konsepsi pengawasan DPRD meliputi pemahaman tentang makna dan arti penting pengawasan, ruang lingkup dan proses pengawasan. pengawasan DPRD bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan siklus angaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada prioritas publik. 
2. Kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan merupakan serangkaian hak yang berdasarkan hak mengajukan pernyataan pendapat dan hak mengadakan penyelidikan. Tata cara penggunaan hak–hak DPRD diatur dalam tata tertib DPRD. Bentuk-bentuk kewenangan DPRD dalam pengawasan pengelolaan APBD. Dimulai dari audit, pengujian, pengusutan dan penilaian. Dalam Prinsip Pengawasan DPRD bisa melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung dan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dapat dilakukan oleh DPRD melalui kiarifikasi, uji validitas, uji relevansi, dan uji effectiveness dan kompromi penetapan APBD.

B. Saran
1. Untuk realisasi penetapan APBD maka bila perlu melibatkan tim Ahli sehingga anggaran yang diajukan oleh legislatif sesuai dan dapat diserap manfaatnya oleh masyarakat secara luas dan mempunyai perhitungan yang detail sehingga tidak terjadi pengelembungan dana anggaran yang dapat berujung terjadinya penyelewengan dana yang menunju korupsi terhadap APBD.
2. Memasuki zaman yang terus berkembang harus adanya perbaikan secara system. Dimana setiap pelaporan APBD yang dibuat diciptakan suatu perangkat lunak untuk melakukan upload laporan sehingga memudahkan DPRD didalam menganaliasa laporan tersebut. Dengna tetap memperhatikan ketentuand dari peraturan Perundang-Undangan. 
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